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PENDAHULUAN

Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab,
pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah
dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan
mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya
(Sibuea, 2015).

Dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat di suatu daerah, dibutuhkan
pendapatan daerah, yang antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber-sumber PAD Kota
Depok selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan
penerimaan yang paling besar diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang
lainnya yang berarti penerimaan PAD dari sektor pajak daerah merupakan tumpuan
bagi daerah Kota Depok.

Dasar hukum pemungutan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah
Kota Depok sendiri menetapkan pajak daerahnya yang berasal :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Air Tanah
Pajak Parkir
Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.

Halim (2010), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib bersifat memaksa pribadi atau badan yang
diatur dalam undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung
melainkan untuk kemakmuran daerah (Mardiasmo, 2011)
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Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahmudi (2010), menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran
dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas dapat dikategorikan efektif
apabila prosedur kegitan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang sudah direncanakan.
Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kontribusi merupakan suatu bentuk sumbangan dalam bentuk uang yang dapat
berupa uang sokongan maupun uang sumbangan. Kemudian, sumbangan tersebut
dapat dikumpulkan dengan cara kolektif yang dilakukan sebagai salah satu contoh
untuk pembangunan masyarakat. (Dany H,2006)

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa analisis pertumbuhan dilakukan untuk
mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama
kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar
efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok pada tahun 2018 - 2022 dengan
membandingkan antara realiasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah, dan
meneliti apakah pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, mengalami
pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas,
kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah Kota Depok dengan periode tahun
2018-2022, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB-P2, dan Pajak
BPHTB.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif berupa
informasi rinci tentang penerimaan pajak daerah dan penerimaan PAD tahun 2018-
2022 di Kota Depok. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder, bersumber dari
Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi (PPID) Kota  Depok
https://ppid.depok.go.id/.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dokumentasi. Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk
mendapat data yang relevan dan akurat kualitasnya yaitu diperoleh dari website
https://ppid.depok.go.id/.

1. Efektivitas
Rumus menghitung efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajok Dacvah

#1008
Target Pajak Daevah
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Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Efektivitas (%) Kriteria
> 100 Sangat Efektif
90 — 100 Efektif
80 -90 Cukup Efektif
60 - 80 Kurang Efektif
<60 Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004)
2. Kontribusi
Rumus menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebagai berikut:

Realisasi Penevimaan Pajak Dacvah

® 100
Realisasi Pewnevimaan PAD ?

Tabel 1 Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%) Kriteria
0,00 — 10 Sangat Kurang
10,10 — 20 Kurang
20,10 - 30 Sedang
30,10 — 40 Cukup Baik
40,10 — 50 Baik

> 50 Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)
3. Laju Pertumbuhan
Rumus menghitung laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

Xe— X (¢— 1)
X(e—1)

X 10080

Keterangan:
Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Pertahun

Xt = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

Tabel 2 Kriteria Laju Pertumbuhan
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Persentase (%) Kriteria
85% - 100% Sangat Berhasil
70% - 85% Berhasil
55% - 70% Cukup Berhasil
30% - 55% Kurang Berhasil

< 30% Tidak Berhasil

Sumber: Halim, 2004

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis efektivitas berdasarkan data realisasi dan target pajak daerah
pemerintah kota Depok tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini

Tabel 4 Efektivitas Pajak Daerah Kota Depok

Tahun 2018-2022

Efektivitas

Tahun Realisasi Target (%) Kriteria
2018 839,491,835,275 798,208,418,054 105,17% Sangat Efektif
2019 1,018,129,612,075 911,161,768,399 111,74% Sangat Efektif
2020 949,575,773,211 899,112,226,167 105,61% Sangat Efektif

2021 1,169,253,332,761  1,061,796,522,408 110,12% Sangat Efektif
2022 1,371,824,230,585 1,281,078,776,412 107,08%  Sangat Efektif
Rata-Rata 107,95%  Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Depok
selama periode 2018-2022 adalah sebesar 107,95% atau dalam kriteria sangat efektif.
Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Kepmendagri) efektivitas pajak daerah menunjukkan hasil sangat efektif dengan
persentase >100%, atau dengan tingkat persentase rata-rata pertahun sebesar 107,95%.
Artinya bahwa pemerintah daerah Kota Depok selama lima tahun terakhir berhasil
dalam memungut pajak daerahnya, karena realisasi penerimaan pajak daerahnya selalu
melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 5 Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah Kota Depok

Tahun 2018-2022

Persentase Kriteria

Pajak Hotel 114,90% Sangat Efektif
Pajak Restoran 116,53% Sangat Efektif
Pajak Hiburan 91,92% Efektif

Pajak Reklame 112,66% Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan 105,44% Sangat Efektif
Pajak Parkir 116,49% Sangat Efektif
Pajak Air Tanah 133,00% Sangat Efektif
Pajak PBB-P2 103,00% Sangat Efektif

Pajak BPHTB 108,63% Sangat Efektif
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Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah dari
tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan didominasi
oleh kriteria sangat efektif karena memiliki rasio efektivitas > 100%, walaupun salah
satu dari sembilan jenis pajak daerah ada pada rasio < 100% tetapi masih dalam kriteria
efektif yaitu berada pada pajak hiburan dengan persentase sebesar 91,92%. Dari
sembilan jenis pajak daerah tersebut dengan persentase efektivitas paling besar berada
pada pajak air tanah yaitu sebesar 133,00% dan persentase efektivitas yang terkecil
berada pada pajak hiburan yaitu sebesar 91,92%, namun masih dalam kriteria efektif,
yang berarti pemerintah daerah Kota Depok selama lima tahun terakhir berhasil
dalam memungut pajak daerahnya, karena realisasi penerimaan pajak daerahnya selalu
melampaui target yang telah ditetapkan.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
mengidentifikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin
besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti
terlihat pada tabel 6 berikut ini

Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Depok

Tahun 2018-2022

Tahun Realisasi Pajak Realisasi PAD KOOIltI'lbuSl Kriteria
Daerah (%)

2018 839,491,835,275 1,059,700,280,694  79,22% Sangat Baik
2019 1,018,129,612,075 1,293,003,769,037 78,74% Sangat Baik
2020 949,575,773,211 1,214,939,201,530 78,16% Sangat Baik
2021 1,169,253,332,761 1,536,968,635,023  76,08% Sangat Baik
2022 1,371,824,230,585 1,642,228,601,282 83,53% Sangat Baik
Rata-Rata 79,15% Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Depok dari tahun
2018-2022 berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018-2022
menembus angka lebih dari 70% tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih
dari 70% pemerimaan Kota Depok berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi
pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,53% melebihi rata-rata
kontribusinya per tahun sebesar 79,15%. Pada tahun 2018 persentase kontribusi pajak
daerah terhadap PAD sebesar 79,22% atau dalam kriteria sangat baik, dengan realisasi
penerimaan pajak daerah sebesar Rp 839,491,835,275. Pada tahun 2019 sebesar 78,74%
atau dalam kriteria sangat baik, dengan realisasi penerimaan pajak daerah yaitu
mencapai Rp 1,018,129,612,075. Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat
kondisi ekonomi global memburuk dan memberikan dampak terkontraksinya kondisi
ekonomi. Dengan adanya penyebaran Covid-19 Pemerintah memberlakukan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar), berdasarkan Peraturan Meneteri Kesehatan RI
Nomor g Tahun 2020, penerapan PSBB ini mempunyai dampak menurunnya kegiatan
perekonomian. Pembatasan ini berakibat dengan melemahnya sektor Penerimaan dari
Pendapatan Asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah, oleh karena itu
harus dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah.
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Target PAD tahun 2020 turun dari sebesar Rp 1.269.422.760.810 pada APBD
murni menjadi Rp 1.140.891.422.839 pada APBD Perubahan atau turun sebesar Rp
128.531.337.971 (10,12%). Penurunan perubahan PAD tahun 2020 ini tentunya tidak
mengurangi kinerja dalam rangka pemungutan PAD untuk memenuhi target
pendapatan daerah. Dengan target sebesar Rp 1.140.891.422.839, realisasi PAD pada
tahun 2020 sebesar Rp 1.214.939.201.530 atau 106,49%. Dari capaian pajak daerah tahun
2020 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp 949.575.773.211 dari target
sebesar Rp 899.112.226.167 (105,61%).

Target PAD tahun 2021 turun dari sebesar Rp 1.477.712.737.315 pada APBD murni
menjadi Rp 1.349.600.629.760 pada APBD Perubahan atau turun sebesar Rp
128.112.107.555 (8,67%). Penurunan perubahan PAD ini tentunya tidak mengurangi
kinerja dalam rangka pemungutan PAD untuk memenuhi target pendapatan daerah.
Dengan target sebesar Rp 1.349.600.629.760, realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp
1.536.968.635.023 atau 113,88%. Dari capaian pajak daerah tahun 2021 mengalami
kenaikan dengan realisasi sebesar Rp 1.169.253.332.761 dari target sebesar Rp
1.061.796.522.408 (110,12%).

Pada tahun 2022, kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19
diprediksi membaik sehingga perekonomian diperkirakan sudah mulai bangkit. Maka,
terjadi kenaikan persentase kontribusi pajak daerah tahun 2022 sebesar 83,53%,
disebabkan karena realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2022 mengalami
peningkatan sebesar Rp 1.371.824.230.585 atau sebesar Rp 202.570.897.824 dari realisasi
tahun 2021 sebesar Rp 1.169.253.332.761.

Tabel 7 dibawah ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dari
tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan lebih di
dominasi oleh kriteria sangat kurang karena memiliki rasio kontribusi < 10%. Dari
sembilan jenis pajak daerah di Kota Depok selama periode 2018-2022, rata-rata
kontribusi paling kecil ada pada pajak air tanah sebesar 0,64% dan paling besar dengan
kriteria cukup berkontribusi berada pada pajak PBB-P2 sebesar 22,57% dan pajak
BPHTB yaitu sebesar 29,11%.

Tabel 7 Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Kota Depok Tahun 2018-2022

Persentase Kriteria

Pajak Hotel 1,09% Sangat Kurang
Pajak Restoran 13,49% Kurang

Pajak Hiburan 1,32% Sangat Kurang
Pajak Reklame 1,89% Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan 8.03% Sangat Kurang
Pajak Parkir 1,00% Sangat Kurang
Pajak Air Tanah 0,64% Sangat Kurang
Pajak PBB-P2 22,57% Cukup

Pajak BPHTB 29,1% Cukup

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas, terlihat bahwa kontribusi dari sembilan jenis pajak
daerah terhadap PAD Kota Depok tahun 2018-2022 bermacam-macam. Jika dilihat dari
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rata-rata kontribusi pajak daerah selama lima tahun terakhir terdapat tujuh jenis pajak
daerah yang memiliki kriteria sangat kurang yaitu terdapat pada pajak hotel (1,09%),
pajak restoran (13,49%), pajak hiburan (1,32%), pajak reklame (1,89%), pajak
penerangan jalan (8,043%), pajak parkir (1,00%), pajak air tanah (0,64%). Dan terdapat
dua jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dengan kriteria cukup yaitu terdapat
pada pajak PBB-P2 (22,57%) dan pajak BPHTB (29,1%).

Laju pertumbuhan pajak daerah bertujuan untuk mengetahui kecenderungan
baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu, hal ini
dapat terlihat pada tabel 8 berikut ini

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok
Tahun 2018-2022

Laju
Tahun ReagsaaeS:aIl’la] ak Perkembangan I;,Z;;i“g:;?:l? Kriteria
(%)
2018 839,491,835,275
2019 1,018,129,612,075 178,637,776,800 21,28% Tidak Berhasil
2020 949,575,773,211 - 68,553,838,864 -6,73% Tidak Berhasil
2021 1,169,253,332,761 219,677,559,550 23,13% Tidak Berhasil
2022 1,371,824,230,585  202,570,897,824 17,32% Tidak Berhasil
Rata-Rata 13,75% Tidak Berhasil

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa persentase laju pertumbuhan pajak daerah
tahun 2019-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2019 pertumbuhan pajak daerah Kota Depok
sebesar 21,28%, dan pada tahun 2020 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan
negatif sebesar -6,73%. Penurunan negatif laju pertumbuhan pajak daerah yang terjadi
pada tahun 2020 dapat disebabkan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang
berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian, dengan diberlakukannya PSBB,
maka pemerintah daerah Kota Depok melakukan penyesuaian terhadap target sesuai
dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Pada tahun 2021 pertumbuhan pajak
daerah meningkat menjadi sebesar 23,13%, dan kembali menurun di tahun 2022 yaitu
sebesar 17,32%.

Laju pertumbuhan pajak daerah Kota Depok jika dilihat selama lima tahun
terakhir yaitu sebesar 13,75% atau dengan kriteria tidak berhasil dalam meningkatkan
pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2018-2022. Tidak berhasilnya pertumbuhan
pajak daerah disebabkan oleh adanya hambatan pemerintah daerah karena masih
banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan,
sehingga belum dilakukannya pemungutan pajak daerah serta, kurangnya kesadaran
Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya, belum optimalnya
pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD. Pemerintah daerah Kota
Depok masih perlu melakukan sosialiasi untuk meningkatkan ketaatan masyarakat
dalam membayar pajaknya.

Sesuai dengan lampiran CALK Kota Depok terdapat hambatan dan kendala

yang dialami pemerintah Kota Depok, hambatan dan kendala tersebut ialah:
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
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2. Masih diperlukannya sosialisasi terkait pemungutan pajak guna meningkatkan
ketaatan masyarakat;

3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan sesuai dengan
ketetapan, sehingga belum dapat dilakukannya pemungutan pajak daerah;

4. Pandemi Covid-19 yang berdampak menurunnya kegiatan perekonomian.

Tabel g Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok
Tahun 2018-2022

Presentase Kriteria
Pajak Hotel -0,49% Tidak Berhasil
Pajak Restoran 15,89% Kurang Berhasil
Pajak Hiburan 38,89% Kurang Berhasil
Pajak Reklame 32,26% Kurang Berhasil
Pajak Penerangan Jalan 5,98% Tidak Berhasil
Pajak Parkir 26,71% Tidak Berhasil
Pajak Air Tanah 91,08% Sangat Berhasil
Pajak PBB-P2 11,20% Tidak Berhasil
Pajak BPHTB 19,22% Tidak Berhasil

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah
dari tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan di
dominasi dengan kriteria tidak berhasil karena memiliki rasio pertumbuhan < 30%.
Dari sembilan jenis pajak daerah yang terdapat di Kota Depok selama periode 2018-
2022, rata-rata laju pertumbuhan yang memiliki kriteria sangat berhasil terdapat pada
pajak air tanah dengan persentase sebesar 91,08%, dan rata-rata laju pertumbuhan
yang persentasenya paling kecil dan memiliki kriteria tidak berhasil terdapat pada
pajak hotel yaitu sebesar -0,49%.

KESIMPULAN

Efektivitas pajak daerah Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki kriteria sangat
efektif dengan rata-rata persentase > 100% atau 107,95%. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah Kota Depok mampu dalam mengelola pajak daerahnya sehingga
penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi pajak daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki
kriteria sangat baik dengan rata-rata persentase > 50% atau 79,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang paling dominan diantara penerimaan lainnya. Laju pertumbuhan pajak
daerah Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki rata-rata sebesar 13,75% atau dalam
kriteria tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok belum
berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerahnya selama tahun 2018-202.2.

Pemerintah daerah Kota Depok perlu meningkatkan efektivitas, kontribusi, dan

laju pertumbuhan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
melakukan sosialisasi dan pembinaan, guna meningkatkan kesadaran dan
pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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